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PUTUSAN

Nomor 3760/Pdt.G/2024/PA.Tgrs
z LA, -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Tangerang, Tanggal 23 September 1994, Umur 29 tahun,
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan, bertempat
tinggal di: xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten, sebagai Penggugat;
LAWAN

Tergugat, Lahir di Jakarta, Tanggal 26 Mei 1990, Umur 34 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di:
XXXXX XXXXX XHXXXXXKKX XXXXXXKKX XXXX XXX XXX XXX XXX,
XXXXXXXXX XXXXK; XXXXXXXKK XXXXXKK, XXXXXXKKX XXXXK XXXXXXXKX

XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register
perkara Nomor 3760/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan

pernikahan pada tanggal 17 September 2017, dihadapan Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Utara, sebagaimana
terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 17
September 2017
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di XXxXxXx XXXxx
XXXXXXXXX XXXXXXXKK XXX XXX XXX XXX XXX, XXXXXXXXX XXXKK, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
mempunyai anak yaitu sebagai berikut :
3.1 xXxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang Selatan, 9
Desember 2018, Umur 5 tahun, Perempuan, Pendidikan TK, Saat ini
diasuh oleh Penggugat;
3.2 XXXXXXXXXX, NIK:Xxxxxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang Selatan, 15
Juli 2022, Umur 2 tahun, Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, Saat ini
diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Juli 2022
sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai
berikut:
4.1 Faktor ekonomi dimana pendapatan suami tidak cukup
untuk menghidupi rumah tangga ini. Dan saya tidak mau penghasilan
saya digunakan untuk menafkahi suami saya seumur hidupnya. Saya
ingin berpisah secara damai sehingga penghasilan saya fokus hanya
untuk kedua anak saya.
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah ranjang sejak 24 Juli 2024,dan tidak berhubungan
lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah,
tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak

bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
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7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri,
akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan
rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu usaha tersebut tidak
berhasil;
8. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat
setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani perjanjian
shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat telah Meninggalkan
Penggugat secara berturut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tidak
memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan
lamanya, Menyakiti/ melakukan kekerasan terhadap badan/fisik Penggugat,
dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan
lamanya. oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak redla oleh
sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, untuk itu
Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melanggar
perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli’, dan untuk itu
pula Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai iwadl;
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit
untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis,
oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan
alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau:
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- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis Penggugat menjelaskan Penggugat
dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun berpisah ranjang sejak
tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah dalam
sidang tertutup untuk umum, kemudian Majelis menilai bahwa perkara a quo
tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan dinyatakan selesai karena tidak
memenuhi persyaratan materil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah
dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk
mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut

yang merupakan bagian tidak terpisah dari uraian putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat ternyata bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, berpisah ranjang sejak tanggal
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24 Juli 2024 dan masih tinggal serumah. Berdasarkan SEMA RI No.1 Tahun
2022 Rumusan Hukum Kamar Agama - 1.b, bahwa “Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau
telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Dengan
demikian majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan
hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan
termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra.
Sulkha Harwiyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Nazaruddin, M.HI.
dan Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.HL. Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

. Pendaftaran : Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp  75.000,00

. Panggilan 'Rp 370.000,00

. PNBP Panggilan :Rp  20.000,00

. Redaksi ‘Rp 10.000,00

. Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).
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